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Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini untuk menjawab bagaimana implementasi
peraturan bupati lombok utara Nomor 35 tahun 2017 terkait pemilihan kepala
desa serentak didesa salut dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi
proses pemiliham kepala desa didesa salut. Penelitian ini dilakukan didesa salut

kecamatan kayangan lombok utara. Narasumber dalam penelitian ini adalah

Kepala bidang PADes Lombok /\ Aitia_Pemilihan Kepala Desa Salut,
Badan Permusywarata / :

penelitia I bersumber dari data skunder

rimer . data yang
iSigfsecara kualitatif. Adapun hai‘s&’d *rn ini menujukag
Wi

kumpul

enetasi pemilihan kepela udah berjalan d
al ini tidak terlepas

g

esanan logistic dan lemahnya pengawai
L. Implementasi Peraturan B - ihan Kepala Desa

gfitak.
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ABSTRACT

This study aims to discuss how the application of the 2017 North Lombok
Regent Regulation Number 35 relates 1o the simultaneous election of village
heads in Salut Village and to define the vanables affecting the process of
selecting village heads in Salut Village. This research was located in Salut
village, Kayangan district, northem Lombok. The resource persons in this
study were the Head of North Lombok PADes, the Election Committee for
the Villuge Head of Salut, the Village Consultative Body (BPD), the Head of
the Salut Village, and the Community Leaders totaling nine (9) people. In this
research, data collecting techniques include observation, interviews, and
documentation. The data came from secondary and primary data m this report.
The data was carried out Qualitatively. This research shows that the
implementation of the simultaneous election of the head of the village in the
village of Salut has been going well. This can not be isolated from the
implementation aspects such as countact, finances, disposition, and
burcaucratic structure. These four (4) elements are an mdicator of the
effective implementation of village heads’ election in the village of Salut,
There is still a lack of factors affecting implementing the village head election
in Salut village, namely human resources at the district level, candidate
identity, logistic ordering, and inadequate supervision.

Keywords: [mplementation of Regent Regulation, Election of Head aof
Perentak Village.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO QOPY SESUAI ASLINY;
NATRHAM =
KEPALA

URT P28

wa 1o
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BAB |

PENDAHULUAN

1.2. Latar Belakang

Berdasarkan undang-undang dasar Negara Republik ,Indonesia Tahun

Repulik Indonesia dj

pada (5) menyebutkan bahwa: pem

gl0as-luasnya,  kecuali urusa\

\\Wh ya%eh undang-ung

~"?’$/

kan sebagai urusanperm

Menurut Mintah Th

/ ' . , .::' de
kargna “WK %sm i ighsihya
dalam Jkegiatan tugas Negara, dipandang tidak

8@dorong kepada
otoritarisme dalam penyelenggaraaan kekuasaan.

Dalam tiap kabupaten atau kota tersebut terdapat satuan pemerintahan
yang disebut desa dan kelurahan. Dasar pengaturan desa adalah Undang-
Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, UUD mengatur

bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

19



hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan  perkembangan masyrakat dan prinsip Negara Kesatuan Repulik
Indonesia, serta mengamanatkan hal tersebut untuk diatur didalam undang-

undang saat ini, desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan paling

bawah (bukan kedudukannya) dengan setaus yang berbeda.

adisional yang diakui dan dihogma
satuan Republik Indonesia. (Uwh&#un 20
WL e

aiFdan Peiye
T

annya mengacu ketentuan' passal

usunandan tata cara peneya

ann Indonesia. Melalui
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas
melalui ketentuan dala passal 18 ayat B (2) yang berbunyi” Negara mengakui

dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum dan adat beserta

20



hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyaratkat dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia, yang diatur
dalam undang-undang”.

Dengan adanya otonomi daerah ini maka daerah sendiri yang berhak

menggatur dan menjalankan pemerintahannya sendiri tapi tetap berdasarkan

aturan yang ada. Dalam pengelolas grintah daerah yang otonom, segala

selanjutnya ‘gdiSi
dipil'c“ :

langusng umum;

\}}“,.:.‘

2 :
_ s SN
dimasukan dalam rezi ﬁg Y&g dlatu“

¥ Tahun 2012 terkait pemilu. Pilkades s dalam

Undang Nomd
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang peraturan daerah yang
memuat  pengaturan  daerah  sebagai daerah  otonom dan mengakui
pemerintahan desa sebagai sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan dan

desa berhak, memiliki kewenagan untuk mengurus rumah tangga desa.
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Pemilihan desa secara konseptual sangat erat terkait dengan upaya
untuk mengwujudkan tujuan yang hakiki dari adannya otonomi pemerintahn
desa itu sendiri,yaitu terciptanya pemerintahan desa yang demokratis dan
terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Adannya pengakuan ahak untuk
mengatur unrusan rumah tangganya sendiri dengan dasar dari prakarsa dari
masyarakat. Namun dalam pelaks@D@ia@Maya namun hak, kewenagan, dan
kebebasan dalam ptonomi desaharU8ytetap menjujung nilai-

A dap Negara Kesatuan Republik IngOfesi

nilai tanggungy

ihan kepala desa merupakan_hal yang sangat pem
2p@garaan - otonomi  desa, kareawa

8a kepala desa mengemban f i‘
Wl

S

o~

5’.—

berfiehang untuk mengatur da

dan sesuai dengan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Repulik Indonesia.
Pemerintahan desa sendiri merupak struktur yang paliing bawah dalam

sistem pemerintahan nasional, pemerintah desa mempunyai kedekatan dengan

22



masayarakat dari  berbagai lapisan,golongan, kepentingan dan berbagai
persoalan dan berbagai persoalan dalam masayrakat. Hal ini menujukan
bahwa jika pemerintah desa berfungsi dengan baik, maka akan sangat
memberikan pengaruh siknipikan terhadap kemajuan diberbagai bidang dalam
masyarakat.

Didalam Undang-Undang I\ ahun 2014 tentang desa telah telah
terdapat pengaturan 4 epala de ) di passal 26 sampai

ang pada intinya menjelask

dengan pasa Ragan, hak dan

ata cara pemilihan, pemberientlan kepala desa,

Peraturan Pemerintah NomJ

ana Undang-Undang No“
\H-

37
: m Jetaturan dae“
sifat teknis dan rinci karena merdpakn per laksana.
adinya peraturan perundang-\‘ ang mengatur tegta

harapan yang b

menghad bagi masyarakat awal lep€rpgSilan roda

pemerintahan 8all pembangunan desa yang dimulai dari pemifién kepala desa

sampai jalannya epala @esa merupakan
wujud demokrasi didesa. Demokrasi secara umum berarti pemerintahan dari,oleh,
dan untuk rakyat, Pemilihan kepala desa dikatakan merupakan wujud demokrasi

didesa karena memastikan rakyat turut serta dalam pemerintahan berupa

memilih pemimpinnaya.
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Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan, sehingga kepala desa adalah unsur
penyelenggara pemeirntahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa
sebagai pemimpin pemerintah desa. Berdasakan berdasarkan hal tersebut,
pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang sesuai dan tepat dalam suatu
daerah menjadi sesuatu yang perlu dig an, khususnya dalam hal pencalonan.

Pemilihan Kep@éllagsPesa termuat ndang Nomr 6 tahun

2014 tentang@

etentuan.tersebut secara-ekplisit

>pdda pemerintah daerah ( dalam hal ini kabupaten/kota
syarat lain yang diatur dalam pera

Pemerintah daerah dalam m‘
.:f 2

ofintah daerah berhak unta

v- & . ., -
/"f Wk

i sebagai alat untuk mm
dan jugdl dapat memberi petunjuk tefhadap h

tidak

atribusi

tenle e

Utara mengeluarkan Peraturan Bupati KLU Nomor 35 Tahun 2017 tentang
pelaksanaan  Pemilihan Kepala Desa serentak merupakan peraturan yang
dibentuk pemerintah kabupaten lombok utara sebagai tindak lanjut dari

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan undang-undang Kemendagri Nomor

24



65 Tahun 2014 dan juga sebagai payung hukum peneyelenggaraan pemilihan
kepala desa di Kabupaten lomobk utara. Kabuten lombok utara pertama kalinya
melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak, yang diikuti sebanyak 25

desa yang tersebar di 5 kecamatan.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di KLU merupakan sejarah

' apa permasalaha
efguakan (http:www.suarantb.c& [f#
%

di Kabupaten Lombok utara; te
\""
\\“».‘.: ,\A)‘\(I‘/ = %
mfak:

s

Desa maupun  simpatisai/; as

5
Q

menginfldhkan tata cara Pemilihan. (3) Money Polj

yerhelatan demokrasi local pad‘

pengawasag Y

pada sa

panitia pemil desa. Hal iIni  dikarenakan ‘lemahnya PeFaturan Bupati

(PERBUB) yang ewenang, dan
tangung jawab dari Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
Dari  uraian diatas penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa

pemilihan kepala desa serentak dikabupaten lombok utara yang diatur oleh

peraturan Bupati Lombok utara Nomor 35 Tahun 2017 yang mengatur tentang

25



persiapan pelaksanaan, pencalonan, pencoblosan dan penghitungan suara,
peyelesaian perselisihan, dan penetapan. Dalam proses imflementasi kebijkan
Peraturan bupati kabupaten Lombok utara terjadi permasalahan dalam proses

pelaksanaanya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah

: ecamatan kayangan kabupaten lgmbok utara tahun 201¢
Apakah faktor-faktor yang memienﬁ

kayanagan kabupaten lombok utara tahun 2019.
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1.4 Mamfaat Penelitian
1. Mamfaat Teoritis
a. Bagi Akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat untuk
menambah wacana keilmuan dan memberikan kontribusi bagi ilmu

pengetahuan bagi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik khususnya studi IImu

Pemerintahan.

pat digunakan sebagai
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Penelitian Terdahulu
Penelitian  terdahulu adalah upaya penelitian untuk mencari

perbanidingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk

penelitian selanjutnya disamping i terdahulu membantu peneliti serta

dengan peneliti yang khenda

ya - baik  peneliti

olikasikan. (skripsi, jurnal, daw
. \\,\AJ

afl akan dapat dilihat SE] mia .

khe /\% ;

/I,'J,-

Kajian yang mempunyam

ara

epalafesa serentak di
Kabuapten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, dengan
mengunakan metode penelitian Dekriptip kualitatif, pada penelitian ini ada
tiga metode analisis data yang menjadi ajuan yang pertama reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
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Pelaksanaan Pilkades serentak 2016 dapat mencapai tujuan akhir,
yakni terpilihnya kepala desa melalui proses Pilkades secara langsung.
Walapun banyak dengan proses hukum pelanggaran pemilu. Pilkades
serentak 2016 di Kabupaten Halmahera Selatan sebagaian besar terjadi

komplik dan diselesaikan melalui proses PTUN di Ambon. Hasil putusan

pengadilan komplik Pilkade Baanokan oleh pemerintah Kabuapten
Halmahera Sekausaan pefyeleggaraan didesa babang

gakan penyelenggaraan pilkades sefg

mempunyai

pémilihan kepala desa dibabang d

n
Ambon untuk dilakukan &(‘Wg
*,.s“-’&';\;;

flik kekuasaan di Pilkades ser

Yani Yuniangsiha perjudul Demokrasi DalémgPemilihan

metode pendekatan kualitatif, pada penelitian ini pengumpulan data
dilakukan pada kondisi almiah (natural seting) sumber data primer, teknik

pengumpulan data, observasi, wawancara, dan Fokus Grup Discusion.
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Pemilihan Kepala Desa (2008-2013) di tiga desa yaitu di desa
Nenglasan Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya yang bertipologi
tradisonal, didesa Cimekar kecamatan Cieleunyo Kabupaten Bandung
yang bertipologi tradisional dan didesa cipancing kecamatan jatinager

Kabupaten Sumedang yang bertipologi modern telah berlangsung secara

relatif demokratis. Masih

oa ang belum dapat

ades di tiga desa itu sebagian telah memenuhi kriterig

okrasi, namun sebagai kriteria la
kriteria yang berlaku sepeW es
‘dl\‘)“f“}._"'j/
3 e \'..

SN
efektif dan kontrol te

kesetaraan pilihan, pemeBam:

22 SN
sepenunya  tercapai. Dal%/j “Ww

okrasi dalam Pilkades ditiga desa

3. Jusmiati Yang berjudul Anlisis Pelaksanaan Kebijakan Pemilihan Kepala
Desa Serentak Di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur.
Yang membicarakan tentang , imflementasi Peraturan Daerah Dalam

Pemilihan kepala desa Serentak Di kabupaten Kutai Timur. Dengan
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metode penelitian mengunakan metode penelitian deskriprif kualitatif,
dengan mengunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara

Serentak di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, sudah

dilaksanakan sesuai dengapePgfatugan daerah mulai tahap persiapan,

Berdasarkan  hasil

pemilihan kepala desa serentak khususnya dalam penyampaian imformasi
dari panitia pelakana tingkat desa dengan menyalurkan imformasi yang
disampaiakan. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak panitia

harus bersifat netral dan memiliki keahlian dan keterampilan khususnya
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dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Sehingga sangat perlu
adaanya pelatihan dan pemahaman tentang pemilihan kepala desa terlebih
dahulu , agar setiap panitia pemilihan kepala desa dapat melaksanakan
tugas dan tanggung jawab secara maksimal. Kepada panitia pemilihan
kepala desa tinggkat kabupaten dan pemeirntahn yang terkait khususnya
dalam penyediaan anggaraa@®peebiban kepala desa serentak untuk
memaksimalkapgeayaluran angga ormasikan jika terdapat

gtan/penyaluran anggaran agar paniti

kepala desa

gt desa dapat mencari alternatlf agar persiapan pe
a tetap dapat berjalan dengan T
l a

Taufik Gunawan, dengan \J
P AL

naa ilihan Kepala fDgSa

lalititaif dengan mengunaka peneltl

gupulan data Observasi mtervn‘ n konsiuner.

Pelaksanaan Pemili&:pala Desa Di Desa SriwyléingRecamatan

Sayung¥K@&bupaten Demak Masa Jabatan Periode 2009
diuraikaf dalam .-. clin Ve, TTiaKka 68 i

simpulan diantaranya adalah sebagai berikut:

Q5”, yang telah

pulkan bebrapa

Pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung

Kabupaten Demak pada Tahun 2007 lalu belumlah berjalan secara

optimal. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan masih
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terdapat pelanggaran-pelanggaran yang berupa pelangaran terhadap
Perda Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007, yaitu adanya pelanggaran
dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa seperti halnya praktek politik

uang dan tidak tegasnya panitia, pengawas dan pembina, dalam hal

pemasangan tanda gambar para Calon Kepala Desa memasang tanda

'\\:;'f,‘,

30/ —,
v&elengga“

faktor, pendukung dan penghambat Pe

ésa Benteng Teluee Kecamata uapten Bone T3

mengunakan Mel‘enelitian Pendekatan K f dengan

\Inuulan data mengunakan. Observasi, r

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Benteng

teknik

Dokumé

Tellu dumulai dari tahapan Persiapan, Pencalonan,hingga pemungutan

suara dapat penulis simpulkan bahwa telah berjalan sesuai dengan

prosedur tetapi harus lebih teliti lagi dalam melakukan pemeriksaan
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terhadap persyaratan calon yang meliputi veripikasi dan klarivikasi
kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sehingga tidak akan
ada lagi calon yang mengunkan ijazah palsu. Pada tahapan persiapan
panitia pemilihan telahdumusywarahkan bersama seluruh elemen desa.
Pada tahap pencalonan penitia membuka peluang bagi selurh

masyarakatyang telah memg arat serta melakukan penjaringan

faktor yang mempengarum

D Al

&el 2.1

Penelitian Terdahulu

1 Marno Wance, | “Dominasi Kuasa | Pelaksanaan Pilkades
pada kumplik | srentak 2016 dapat
Pemilihan  Kepala | mencapai tujuan kahir
Desa srentak Tahun | yakni terpilihnya kepala
2016 di Kabupaten | desa melalui

Roada M.Djae
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Halmahera Provinsi
Maluku Utara

Di Kecamatan Rantau
Pulung Kabupaten

Kutai Timur

proses,Pilkades secara
langsung,walapunbanyakb
erakhir dengan  proses
hukum, Pilkades srentak
di Kabupaten Halmahera
Selatan  besar terjadi
kompolik dan diselesaikan
melalui proses PTUN di

iflementasi
ran Daerah Nomor 7
Tahun 2016 tentang
Pemilihan Kepala Desa
Secara Srentak di

kecamatan Rantau Pulung
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Kabupaten Kutai  Timur
sudah dilaksanakan sesuai
dengan peraturan daerah
mulai dari tahapan

persiapan,pencalonan,

pemungutan  suara, dan
namun tidak

jalan  secara

kurang koordinasi  antar

panitia dan pelaksanaan

pemilihan kepala desa.
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4 Taufik

Gunawan

Pelaksanaan Pemilihsn
Kepala Desa Didesa
Srieulan  Kabupaten
Demak Masa Jabatan

Periode Tahun 2009-

Penyelenggaraan

Pemilihan  Kepala
Desa Srentak Didea

BentengTeluee

Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa di Desa
Sriwulan Kecamtan Sayung
Kabupaten Demak pada
tTahu 2007 lalu belumlah
berjaln  secara  optimal.
aan Pemilihan

didesa

Kepala Desa Srentak di

Desa  Benteng  Teluee
dimulai dari tahapan
persiapan, pencalonan,
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Kecamatan ~ Amali | hingga pemungutan suara
Kabupaten Bone | telah berjalan sesuai dengan
Tahun 2015 prosedur tetapi harus lebih
teliti lagi dalam melakukan

pemeriksaan terhadap

persyaratan  calon yang

verifiaksi  dan

telitinya panitia pemilihan

tingkat desa dalam
memverifikasi berkas calon,

sehingga terjadi pengunaan
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ijazah palsu yang diklaim
oleh calon kepala desa yang

tidak terpilih.

Perbedaan secara umum antar 5 penelitian terdahulu yang penulis

peraturagFdeerah dalam pemilihan kepala d

ia srentak didesa sald

suatu
dibuat

sebuah

yang saling bergantung menurut uritan waktu. Penyusunan agenda,formulasi
kebijakan, dan penilaian kebijakan. Aktipitas kebijakan yang termasuk dalam
prosedur analisis kebijakan seperti yang digambarkanoleh Willian Dunn.

Menurut James (dalam islamy, 2000:17) mendifinisikan kebijakan adalah

serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diakui dan
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dilaksanakan oleh seorang pelaku atao sekelompok pelaku guna memecahkan
masalah tertentu.

Pendapat Thomas R. Dye (dalam islamy, 2000:118) mendifinisikan
kebijakan publik sebagai “ Is whaterver government chose to do or not to do” (*
apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atao tidak dilakukan”) dan
pendapat ini mengandung pegertiag «'\ al_suatu keputusan untuk melakukan
suatu tindakan, sehingg dia atu kebijakan.

,- dalam arti luas dapat dibag

K
dalam bentuk peraturan-peraturan yang tertulis namcq Gisepakati,

put sebagai kovensi-kovensi. Con
Undang-Undang, Peraturan Wa,
N Yz

Beligdua kelompok,

ari kebijakan Bubki

.:f"‘ "
ran Menteri, Peraturan‘sdaefah;. P

dan kebetulan.
b. Kebijak publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling
berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan
tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang

berdiri sendiri.
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C. Kebijakan publik berkenan dengan aktivitas/tindakan yang segaja
dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu.

d. Kebijkan publik dimungkinkan bersifat fositif dalam arti merupakan
pedoman tindakan pemerintah harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah

tertentu,atao bersifat negativ dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah

untuk tidak melakukan sesuatu.

st para ahli kebijakan pub ebijakan publik adalah
ang dibuat oleh pemerintah se Bmbuat kebijakan

giiCapai  tujuan-tujuan tertentuii masyarakat  di

shannya melalui berbagai tahapal. '
% i,

SiklGSRembi

Berdasarkan d

Formulasi Kebijakan

I
i,

Adopsi Kebijakan

—_—

Implementasi Kebijakan

H ﬂ

Sumber: Willian Dunn (1994)
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2.2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses
kebijakan. Banyak kebijakan yang baik mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi
kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan tersebut
karena tidak dilaksanakan.

Secara etimologis pengetiangMpPienaentasi menurut Kamus Webster yang
dikutip oleh wahab onsep imflethe 1 berasal dari bahasa
inggris yaitu
eientasiakan) berarti to provide the means for Carfging out
akan sarana untuk melaksanak a to give practical'e
AWI esuatr' bster dalam W,

‘_z /

faplement. .Dalam _kamus: besar

Implementasi berasa ,

.
1

\{"’\

/" 0% R
engimplementasikan. Im m
kan sesuatu yang menimbulkan damf

kenegaraan.

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2005:102) merumuskan
implementasi kebijakan publik sebagai; “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan

dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Dengan demikian tindakan —tindakan
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ini mencangkup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi
tindakan-tindakan oprasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka
melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar kecil yang
ditetaokan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Adapun makna implemntasi menurut Daniel A.Mazmanian dan Paul

Subastoer (1979) sebagaimana dikuti am,_buku Solihin Abdul Wahab (2008:

perhatiag

pflementasi kebijakan yakni kej

ai‘an kejadian dan kegrata

y bul sesudah disahkannya pedo ij o

angkup baik usaha- usaha\umau# dmin ilkan maupun
\ \,AJ‘V" oz

me w3 f' jadi dian.

w! organisasi sebage

Pendekatan ini melihat peran i

ditempuh dalam pelaksanaan ( planninggtau, programming, budgeting,
suverpision, atau prograing, avaluation, review technique), yang paling penting
dalam proses imflementasi adalah priorotas dan tata urutan.

3. Pendekatan kewajiban/behavior
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Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan
masyarakat terhadap suatu kebijakan. Penerimaan masyarakat terghadap suatu
kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi atau substansi kebijakan, tetapi juga
oleh pendekatan dalam penyampaian dan cara mengimplemntasikannya.

4. Pendekatan politik

ditentukan oleh kemauan dan

Keberhasilan  suatu

rakat atau organisasi.

Sumber: Zainal Abidin, 2012
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Adapun faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan publik antara
lain (mengacu pada enam sumber daya pokok manejemen menurut George R.
Terry).

1. Men ( Human Resources) dalam manejemene publik, sumber daya manusia ini

tidak hanya mampu, tetapi harus memenuhi persyaratan karis.

mformation) manejemen publik dikelola melalui i

/ [ g‘/_ﬁ'
Merbentu ngan dapat gula
akan. Keduanya merupakan maSukan u Wukan dalam prdses dan

institusional:

1. Konstitusi, €rkait dehga
keputusan politik.
2. Kolentip, proses implementasi kebijakan merupakan keputusan bersama

berbagai kekauatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat.
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3. Oprasional, proses implementasi adalah keputusan yang bersifat oprasional
yang bergerak dalam situasi yang sudah berbentuk. Melalui kebijakan, diharapkan
dapat menimbulkan perubahan-perubahan kearah yang dikhendaki.

4. Distribusi, pada proes terakhir ini diharapkandapat menyebarkan hasil dari

suatu kebijakan atau dapat menimbulkan perubahan-perubahan yang merupakan

hasil dari suatu kebijakan.

Dari penjelasag#es

€lasan diatas dapat disl bahwa implementasi

m suatu proses kegiatan yang dila
pagla, kahirnya akan mendapatkan

_

atg

Model implementasi “Kepljak
//)v X 7)Y \\\\

entasi kebijkan. Ada beber l@ Iement

han penelitian diantaranya 'Model taS| kebijaKa

an Edward 111 dalam mdmhon‘ (2009,31), men

gnberperan penting ‘ pencapaian keberhasilan

Kebijakan, yai

variabel ¥ gPlementasi

1. Komunikasi
Yaitu menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan
dengan baik jika terjadi komunikasi afektif antara pelaksana program (kebijakan)

dengan kelompok sasaran (target grup). Tujuan dan sasaran dari program
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kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya
distorasi atas kebijakan dan program.
2. Sumberdaya

Yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya
yang memadai , baik sumber daya manusia,maupun sumber daya finacial. Sumber

(A

Kelompok sasaran.

daya manusia adalah kecukupan baik aupun kuantitas imflementor yang

dapat melingkupi sel daya financial adalah

kecukupan mggel™ipfestasi atas sebuah program/kebijakeg eduanya harus

dalam imflementasi kebijakan. Sebab  tampa 8handalam

diperhatilkag

komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan

tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan
kesan yang baik. Imflementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok

sasaran. Sikap ini akan menurunkan risestensi dari masryarakat dan
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menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok saaran terhadap
imfelemntor dan program/ kebijakan.
4. Struktur Birokrasi

Menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam

implementasi kebijakan. Asfek struktur birokrasi ini mencangkup dua hal penting;
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Gambar 2.3
Model Imflementasi Kebijakan Edward I11

IMFLEMENTASI

apabila
asi Manusia
terutama hak si hak atau non-
diskriminasi, dan jaminan kebebasan berpendapat, bersrikat, berkumpul dan
bergerak ha katas keamanan dan sebagainya (Zainal Arifin Husain 2015:33)

Makna Pemilu Umum yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik

yang demokrasi adalah sebagaia adalah sebagai institusi pergantian kekuasaan
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yang dilakukan dengan norma, regulasi dan etika sehingga sirkulasi elit politik,
bisa berjalan secara baik dan ajeg oleh karenanya pemilu yang demokratis
berpijak kepada tiga asfek yakni: aturan, proses. Badan Pengawas Pemilu RI
adalah Lembaga Negara yang hadir mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu di

Indonesia,disamping itu tugas dan wewenang Bawaslu Rl adalah melakukan

evaluasi pengawasan penyelenggara m sesuai dengan amanat
Undang-Undang NO 2076 pasal 22 B Huruf d™EWaluasi Penyelenggaraan

2y
;:"\\\\
n Panc

A Kesatuan Republik Indine%i;igi: “
gara Kesatuan Republik Inddnesia Ta@5 Tentang

Idonesia (KBB

suatu Negara
pemilihan serentak digagas oleh aliansi masyarakat sipil yang didalamnya
terdapat tokoh yang paling penting terkait isu ini, yaitu effendi gazali.

Berdasarkan konsep menurut para ahli dan undang-undang tentang

pemilu diatas, dapat disimpulkan bahwa pemilihan aerentak adalah suatu proses
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pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan secara serentak untuk memilih
perwakilan rakyat diparlemen, baik itu ubtuk pemilihan Anggota Dewan,
Perwakilan Rakyat Pusat, Anggota Perwakilan Daerah Provinsi, Presiden dan
Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota.

2.2.3. Pemilihan Kepala Dgs

olitik ataupun praktisi p milihan

gmokrasi saat ini, terutama bagi ka yang berkecimp
%desa erat

an sebagai

vaa V)

3 sa. ,
Pemilihgn epala Desa atau serirwwades , adalah suaty” p€milihan

a langusng oleh warga desa setempat, berbeda dg lurah yang

yang dapat
didudukioleh warga biasa (Pré

Pemilihan kepala desa merupakan praktek demokrasi didaerah pedesaan
yang merupakan asfek penetuan kekausaan sehingga akan mengundang kompetisi
dari golongan minoritas untuk merebut jabatan kepala desa. Untuk mendapatkan

jabatan kepala desa. Untuk mendapatkan jabatan kepala desa tersebut dibutuhkan
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partisipasi aktif dari masyarakat yang ada pada hakekatnya merupakan suatu
kewajiban pada masyarakat itu sendiri dalam pemilihan kepala desa.

Pemilihan kepala desa adalah jalan untuk mewujudkan kedaualatan rakyat
yang merupakan kesempatan bagi masyarakat desa untuk memilih kepala desa

dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dijalankan oleh

pemerintah desa tersebu a_desa diharapkan sebagai proses
demokratisasi di desa g@hg#akan menjadi persyara Dy tumbuh kembangnya

' tangganya serig

tama d jdang pemeirn

535 .
mel m ai
83 usaha bersama dan kekeluafgaan. abl

pahwa kepala desa merupakan ;‘ rhadap jalannya te

bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan

kepala desa dilakukan secara langung oleh masyrakat desa yang terdaftar denagn

memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu
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membawa aspirasi masyarakat dalam pembangunan desanya (Janwandri,
2013:239-240).

Demokrasi dalam kontek pemilihan kepala desa dapat dipahami sebagai
pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipasif dari masyarakat dalam
bingkai demokratisai pada tingkat desa. Perwujudan dari partisifasi dan peran
aktif masyarakat merupakan dampal#®té@ENonsep demmokrasi yang di anut di
Indonesia. Negara De Neg garakan berdasarkan

D /
gtian rakyat. Atau jika ditijau-dari sudu DG

khendak dari ke

ganisasi ia
gerarti pengorganisasiaan Negara yang dilakukan oleh : iri
‘t’u tangan rakyat'(Vig ,

persetujuan rakyat karena kedayala

,'u/

\,)“N

Pemilihan kepala deas dilakukan secara serentak satu kali atau dapat

bergelombang dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa pada wilayah
Kabupaten/Kota dan secara  bergelombang  dapat dilaksanakan dengan

mempertimbangkan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa, kemampuan
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keuangan daerah serta ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang
memenuhi persuaratan sebagai pejabat kepalaa desa.

Pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan, biyaya
pemiliah kepala desa dibebankan kepada APBDesa yang bersumber pada APBD
Kabupaten.Kota, pemiliahan kepala desa dilakukan melalui tahapan penjaringan
bakan calon, penetapan ca gan pemungutan suara, dan penetapan
calon terpilih. Calon kgfala*tesa terpilih asarkan prolehan suara

terbanyak.

elgh penetapan calon Kepala D
N

ng i

ala de
penginifelemntasiaannya  dilaksanakan *oleh pq"ﬂmlhhan el
pemili epala desa serentak dilaksan tahapan-tahapanfpersi :
pencalondy Pemiliahan, dan penet&lon terpilih.

2.2.3. Kerangka B

Dalam
system penulisan yang runut, lengkap, serta mengcangkup analisi penulis, selain
itu juga, tidak kalah pentingnya memasukan kerangka berpikir  didalam
penyusunan suatu peneltian, seperti yang penulis lakukan di dalam profosal ini.

Penyusunan Kearangka berpikir memiliki tujuan yaitu (1) mempermudah penulis
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untuk melakukan pemetaan (2) menetukan permasalahan yang menjadi topic
utama penelitian (3) pemetaan konsep tentang teori yang releven dengan
peneltian yang diangkat, (4) mampu membuat Forrscasting terhadap hasi
sementara untuk membuat kesimpulan. Berikut dapat dilihat kerangka berpikir

yang penulis gunakan dalam peneitian ini:

ar . 2. 4. Kerangka

Konsep Implementasi

Asfek Implementasi Faktor-faktor yang

mempengaruhi implementasi

Komunikasi

1.
2. Sumber daya 1. Sumber daya manusia
3. Disposisi 2. Angaran
4. Struktur Birokrasi 3. Material (logistik)
p—y 4. Imformasi
i e
. pasi

: indiahono, dwiyato 2009:31 d‘! Terry.

2.2.4. Definisl

Defini i segala yang
menjadi hal pokok perhatian. Definisi konseptual adalah suatau abstraksi dari
kerangka dasar teori. Adapun definisi konseptual dalam permasalahan ini

adalah:
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1) Kebijakan piblik adalah kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan-
tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai
tahapan.

(2) Implementasi kebijakan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh

bergbagai acktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yangs

sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasa#é aran kebijakan itu sendiri.

(3) Pemilihan se e 5 gan pemilihan yang di
tak untuk memilih perwakilan r pagle , baik i

e a
: //'fm N
negeri sipil, kepala desa W batan q
3sa.
eilihan Kepala Desa serentak Man yang dilakukafl secara

diseluruh desafpgda wilayah Kabupaten/Kota dan secara befggfombang dapat

'. : Jf a masd jabatan kepala
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2.2.5. Definisi Oprasional
Definisi oprasional variabel bertujuan untuk menjelaskan maknavariabel
yang sedang diteliti. Masri. S (2003:46-47) memberikan pengertian tentang

Definisi Oprasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara

mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi oprasional adalah semacam

B. Faktor pendukung implementasi kebijakan

1. Men (Human Resources)
Sumber daya tidak harus mampu, tetapi harus memenuhi persyaratan karir.

2. Money (finances)
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Money terkait dengan peruntukan mata anggaran yang telah di setujui terlebih
dahulu.

3. Material (logistic)

4. Machine (imformation) imformasi yang berbentuk

a. Persyuratan

b. Alat komuniasi

sesuai
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BAB Il1

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis peneltitian yang penulis gunakan vyaitu metode penelitian

WA Wterkur%n analiisnya leb
,,7 ‘ .

N
':':=-' _5\& ript*allsm merupake

afigan Kabupaten
Lombok Utara. Alasan memilin~Tokasi di desa Salut, adalah selain merupakan
salah satu desa yang melaksanakan Pemilihan Kpela Desa Serentak di Kabupaten

Lombok Utara, desa salut selalu menjadi maknet ersendiri pada saat perhelatan

pesta demorasi lokal, masih kuatnya budaya patrimonial masyarakat terhadap
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dusun dan ketokohan seseorang merupakan modal yang masih mempengaruhi
perilaku dalam menetukan pemilihan.
3.2.  Imforman atau Objek Penelitian

Pemilihan imformasi sebagai sumber data dalam proses penelitian ini

adalah berdasarkan pada asas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki

data, dan bersedia memberikan i engkap dan akurat. Penelitian terdiri

dari imforman kunci, ereka yang mengeta Bgn memiliki imforman

Tabel: 3.
Nama-Nama Imfor

Nama

Atmaja Gumbala

Ahmad Fadli.

Kepala Desa '

Tokoh Mir#

1.4.  Sumber Data
Menurut Arikunto (1998:144), Sumber data adalah objek dari mana

suatu data dapat diproleh. Menurut Sutopo (2006:56-57) Sumber data adalah
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tempat data diproleh dengan mengunakan metode tertentu baik, berupa
manusia, altepak, atao dokumen-dokumen.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diproleh langsung dari sumbernya.

dengan mengadakan wawancarg langsung tentang pelaksanaan

implementasi peraturagfoupa aras\lomor 35 Tahun 2017

Ombok Utara Sumber data primel y

—+

i: Panitia Pemilihan Kepali D

W

Data skunder dalam % "

Z %
337
langsung dari sumbernygn

data. Tama mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan

mendapakan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
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Menurut Sugiyo (2005:62), “ Teknik pengumpulan data merupakan
langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari
penelitian adalah mendapatkan data.”

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini

adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumnetasi.

1. Teknik observasi

Observasi meg ata, dimana peneliti

melakukan pgag@fiatan secara. langsung ke objek. pene
dilakukan (Ridwan. 2003:'04).
Esterberg (2002) mendefin&

SR

teknik pengump

melihat dari

teknik

digunake

yang altenatif jaWabann{

2. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara

mngumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui

tentang narasumber.
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sugiyono (2013 :240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau
karya-karya monumental dai seseorang Metode dokumentasi menurut Arikunto
(2006:231) yaitu mencari data menegnai variabel yang berupa catatan, trakskrip,

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rafat, agenda, dan sebagainya.

4.5. Teknik Analisisis Data

Bodgan (2013:88)sffcnyeataks ame adalah proses mencari

dan menyusun secag siStematis-data yang diproleh dari

lapangan 4#a

effyusun kedalam pola memilih g
W

) )
embuat kesimpulan yam - gieer

C ': 1.. v‘ B
afp analisis data kualitati anSe ‘"%ktif
n, “
’u datan

terus nerus sampai tuntas, séhingg y sw

analisigidata yaitu reduksi data, penyejian Wrika

1.
, transformasi
data kasar yang ada dilapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengupulan
data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah

peneliti.
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2. Penyajian data.

Yaitu rangkaian organisasi imforman yang memungkinkan peneliti
dilakukan. Penyajian data diproleh begbagai jenis, jeringan kerja, keterkaitan
kegiatan atau tabel.

3. Penarikan keismpulan

Yaitu pengumpulan data, peg s mengerti dan tanggap terhadap

menyusun pola-pola
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